
 

 
 

 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR :   16  TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA 
KEBAKARAN   

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  PURWAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menghindari kerugian   

material   dan   inmaterial dari bahaya 
kebakaran perlu dilakukan upaya 
pencegahan terjadinya kebakaran dan 
Penanggulangan Kebakaran; 
 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan 
Pemerintah 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung dan dalam upaya antisipasi  
potensi bahaya kebakaran bangunan 
gedung dan lingkungan gedung perlu 
diatur kemampuan bangunan gedung 
dalam mencegah dan menanggulangi 
bahaya kebakaran; 
 

    



c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf 
a dan huruf  b, maka dipandang perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851);  
 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (LNRI 
Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI  Nomor 
3209 ); 
 

  3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  
2002  tentang  Bangunan Gedung (LNRI  
Tahun 2002  Nomor  134, TLNRI  Nomor 
4247); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 



sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4674); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

  8. Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 
Nomor 83, TLNRI Nomor 4532);  



 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 
2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737); 
 

  11. Kepurusan Menteri Negara Pekerjaan 
Umum Nomor 10/KPTS/2000 Tentang 
Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap 
Bahaya Kebakaran Pada Bangunan 
Gedung dan Lingkungannya; 
 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 6 Tahun 2000  tentang  Penyidik  
Pegawai  Negeri  Sipil; 
 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 10 Tahun 2008  tentang  
Pembentukan  Dinas  Daerah; 
 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pembentukan Peraturan Daerah; 
 

 
 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA 
dan 

BUPATI PURWAKARTA 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENCEGAHAN DAN  PENANGGULANGAN 
BAHAYA KEBAKARAN  
  

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta 
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.  
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
menangani  Penanggulangan Kebakaran.  

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

6. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta. 

7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai 
hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan / 
kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran. 


